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ABSTRAK 

Praktik dumping dengan diskriminasi harga sering menimbulkan permasalahan yang 

berujung konflik hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketetapan 

antidumping impor keramik sesuai dengan peraturan menteri keuangan republik 

indonesia nomor 70 tahun 2024 tentang pengenaan bea masuk anti dumping impor 

produk ubin keramik dari republik rakyat tiongkok. Berdasarkan latar belakang yang 

ada, timbulah permasalahan yang harus ditelaah, seperti 1. Bagaimana pengaturan 

praktik dumping Impor Keramik dari China ke Indonesia berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Pengenaan 

Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik Dari Republik 

Rakyat Tiongkok 2. Apakah penerapan ketetapan bea masuk anti dumping dapat 

digunakan sebagai perlindungan hukum industri domestik. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian Hukum normatif Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penetapan Bea Masuk Anti Dumping didasarkan pada hasil penyelidikan 

Komite Antidumping Indonesia (KADI) yang menemukan adanya praktik dumping 

dari beberapa negara asal impor. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping bertujuan 

untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat serta melindungi produsen keramik 

domestik dari kerugian material akibat harga produk impor yang tidak wajar. Selain 

itu memberikan efek positif terhadap stabilitas pasar keramik dalam negeri, meskipun 

terdapat potensi kenaikan harga bagi konsumen akhir. Penelitian ini 

merekomendasikan evaluasi berkala terhadap kebijakan BMAD untuk memastikan 

keseimbangan antara perlindungan produsen dalam negeri dan kepentingan konsumen. 
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ABSTRACT 

Dumping practices with price discrimination often cause problems that lead to legal 

conflicts. This study aims to examine the anti-dumping provisions on ceramic imports 

in accordance with the regulation of the Minister of Finance of the Republic of 

Indonesia Number 70 of 2024 concerning the imposition of anti-dumping import 

duties on ceramic tile products from the People's Republic of China. Based on the 

existing background, problems arise that must be examined, such as 1. How is the 

regulation of dumping practices for ceramic imports from China to Indonesia based 

on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 70 

of 2024 concerning the Imposition of Anti-dumping Import Duties on Imports of 

Ceramic Tile Products from the People's Republic of China 2. Can the application of 

anti-dumping import duty provisions be used as legal protection for domestic 

industries. This study uses a normative legal research method. The results of the study 

show that the determination of Anti-Dumping Import Duty is based on the results of 

an investigation by the Indonesian Anti-Dumping Committee (KADI) which found 

dumping practices from several countries of origin of imports. The imposition of Anti-

Dumping Import Duty aims to create healthy business competition and protect 

domestic ceramic producers from material losses due to unreasonable prices of 

imported products. In addition, it has a positive effect on the stability of the domestic 

ceramic market, although there is a potential for price increases for end consumers. 

This study recommends periodic evaluation of BMAD policies to ensure a balance 

between protecting domestic producers and consumer interests. 
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